PEMERINTAH KOTA CIMAHI _—

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ji. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH GEDUNG B Lanta 2
Teip/Fax. (022) 6631725 CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI

NOMOR: 422/2556€ / vecdfikperen /2001
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI,

Menimbang : & bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan
Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sehagai
mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya
dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan
informal;

b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di
atas penyelenggara pendidikan oleh masvarakat, periu
diatur melalui perizinan penyelenggarasansya;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Walikota Cimahi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}

2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4116);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambgshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemeriniah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahunm 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679



Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antars Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagiaman
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86
Seri D);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan
Kerja;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang penyelenggaraan
Kursus;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 0153/U/1981, temtang Peraturan
Umum Perizinan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Kursus Pendidikan Luar Sekolah vang disclenggarakan
Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daermh Kota Cimahi
Nomeor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 115 Seri Dj;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Berdasarkan Proposal Permohonan Perpanjangan izin
dari PKBM Mitra Manddini nomor
345/PKBM.MM/S/V /2016, tanggal 18 Mei 2016

Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan
Bulan April Tahun 2016, tentang persvaratan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBEM) MITRA MANDIRI
dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non
formal dan informal yang diselenggarakan masvarakat,
bahwa izin penvelenggaraan tersebut dapat diberikan
dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan
perundang-undangan vang berlaku;



MEMUTUSBEKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Mitra Mandiri

Alamat ¢ JL Sadarmanah No. 136A Rt 01

: Rw 18 Kel Leuwigajah Kee.

Cimahi Selatan Kota Cimahi telp :
085315676502

Jenis Pendidikan : Kesetaraan

Nama Pemimpin ¢ MAMAN TASLIMAN SUTISNA,BA

Ketua Penyelenggara ¢ MAMAN TASLIMAN SUTISNA,BA

KEDUA : lzin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Juli Tahun
2016 dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2019.

KETIGA ¢ Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal
dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnva terhadap
masyarakat

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan vang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model vang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnys
30 hari sebelum ffin ini berakhir

HEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Jull 2016

NIP. 19720520 199901 1 001

Tembusan :

l. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat:

2. Diren Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
Kemendiknas Rl di Jakarta;

J, - Camat Kecamatan yang bersangkutan.



